
Persetujuan/Penolakan Permintaan UP/TUP pada KPPN
No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Permohonan Persetujuan UP berserta Surat Pernyataan 2. Surat Permohonan persetujuan 

TUP dilampiri Rincian Rencana Penggunaan dana TUP

2. 1. Surat Permohonan Persetujuan UP berserta Surat Pernyataan 2. Surat Permohonan persetujuan 

TUP dilampiri Rincian Rencana Penggunaan dana TUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown

1. Proses Persetujuan UP dan Proses Persetujuan TUP

2. Proses Persetujuan UP dan Proses Persetujuan TUP

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kolaka

Jl. Bendungan Balandete No.Km. 6, Balandete, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, 

Sulawesi Tenggara 93518 93518 2325553 

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

/ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kolaka

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 06:56. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8275018/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-perbendaharaan-provinsi-sulawesi-tenggara/persetujuan-penolakan-permintaan-up-tup-pada-kppn


Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. UP/TUP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kolaka

Jl. Bendungan Balandete No.Km. 6, Balandete, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, 

Sulawesi Tenggara 93518 93518 2325553 

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

/ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Kolaka

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 06:56. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8275018/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-perbendaharaan-provinsi-sulawesi-tenggara/persetujuan-penolakan-permintaan-up-tup-pada-kppn

